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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat 

dan karunia-Nya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi dapat menyusun 

dan menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Periode Januari s.d. Juni 

Tahun 2026 ini dengan baik. 

 
Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban KPU Kota 

Tebing Tinggi untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi kepada 

masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Melalui laporan 

ini, KPU Kota Tebing Tinggi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan 

publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum khususnya di wilayah Kota 

Tebing Tinggi. 

 
Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami 

terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pelayanan 

informasi publik di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan 

manfaat dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. 

 

Tebing Tinggi, 25 Juni 2026 

 
 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi 
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GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK  

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak 

setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F 

UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang- Undang (UU) No. 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, 

termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) haruslah membangun dan mengembangkan sistem 

informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat 

diakses dengan mudah. 

Semangat KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat semenjak Tahun 2010, 

di mana KPU mulai secara intens melakukan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

yang menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh 

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

Penyusunan PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi lnformasi dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Perki No.1 Tahun 

2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Pemilihan Umum dan 

Pemilihan yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan 

Pemilu dan Pemilihan. Proses tersebut baru mencapai titik terang pada awal 2015 hingga tepatnya 

pada bulan Maret, PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik di 

Lingkungan KPU akhirnya dapat disahkan, dan sampai sekarang telah mengalami banyak perubahan, 

terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang dengan Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan  
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A. Jumah Permintaan Informasi yang Diterima 

1. Statistik Permohonan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Rekapitulasi Permohonan, Keberatan yang diterima dan Waktu Layanan 
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B. Jumlah Pengunjung 

Selama periode Anggaran Tahun 2026, Jumlah Pengunjung pada Layanan Informasi Publik di akun E-

PPID KPU Kota Tebing Tinggi lebih dari 500 (Lima Ratus) pengunjung dengan jumlah pengunjung 

terbanyak pada tanggal25 April 2026 dengan jumlah pengunjung 156 dengan rincian sebagai berikut: 
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SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DI KPU KOTA TEBING TINGGI  

Pelayanan informasi dilakukan melalui Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang. Untuk mempermudah pelayanan informasi publik dapat 

dilakukan melalui berbagai saluran, yaitu datang langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota 

Tebing Tinggi di Jalan Rumah Sakit No. 5-8 atau melalui jaringan online (e-mail, website). Semua 

layanan informasi di KPU bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya 

penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. 

Untuk layanan yang berbasis website, pemohon informasi bisa mengakses halaman e- PPID KPU 

Kabupaten Batang atau bisa masuk ke halaman website KPU Kabupaten Batang, untuk e-PPID dapat 

masuk melalui portal https://tebingtinggikotappid.kpu.go.id/ ,sedangkan untuk website Komisi 

Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi bisa melalui portal: https://kota-tebingtinggi.kpu.go.id/ .Untuk 

mempermudah pemohon informasi, layanan informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi 

menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut: 

 

 
 

 

 

 

  

https://tebingtinggikotappid.kpu.go.id/
https://kota-tebingtinggi.kpu.go.id/
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ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
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Selama periode Anggaran Tahun Semester 1 Tahun 2026, KPU Kota Tebing Tinggi menerima 5 (lima) 

permintaan informasi publik yang dikabulkan baik seluruhnya atau sebagian dan tidak ada yang 

ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat laporan mengenai alasan penolakan permintaan informasi. 

Jika di kemudian hari terdapat permintaan informasi yang perlu ditolak, maka penolakan akan 

dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu: (1) informasi yang termasuk kategori informasi 

yang dikecualikan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2) 

permintaan informasi yang tidak mengikuti prosedur resmi, (3) informasi yang tidak dikuasai atau 

tidak dimiliki oleh KPU Kota Tebing Tinggi, serta (4) permohonan informasi yang tidak disertai 

identitas lengkap dari pemohon informasi. 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

         KOTA TEBING TINGGI 
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